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PENYEDERHANAAN
EVALUASI REFORMASI
BIROKRASI:

FOKUS DAMPAK
KINERJA, BUKAN
ADMINISTRASI
LAPORAN

\

v) =

& Fokus pada aspek
hulu (tata kelola
internal birokrasi),
cenderung
administratif.

& Harus menjawab
259 Komponen
pertanyaan, dan
mengunggah
ribuan dokumen,

sebagian akhirnya
dikerjakan konsultan.

v Dampak Penyederhanaan Evaluasi RB:

Menghilangkan penilaian mandiri (PMPRB) yang selama ini
menyita sumberdaya hingga Rp300 juta per pemda (untuk
konsultan, rapat, dsb), sehingga bisa menghemat total
Rp100-150 M per tahun untuk seluruh Pemda.

Q Fokus pada aspek

hilir (menyelesaikan
problem rakyat),
dengan tetap
mengedepankan
tata kelola internal
yang baik.

5-Menghitung 26

indikator dampak:
kemiskinan, investasi,
digitalisasi, belanja
produk dalam negeri,
pengendalian inflasi,
dan sebagainya.




st SPBE SEBAGAI LEVERAGE
“... TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL KERANGKA KERJA

PERPRES 95/2018

meliputi seluruh
unsur-unsur SPBE

Manajemen

Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan

Manajemen
Keamanan
Informasi

teknologi informasi dan komunikasi
untuk memberikan layanan kepada
Pengguna SPBE.

0 Mewujudkan tata kelola pemerintahan

TUJUAN yang bersih, efektif, transparan, dan
SPBE akuntabel. a dar
O Mewujudkan pelayanan publik yang ’ SATU DATA

berkualitas dan terpercaya.

Q Menin?katkcm keterpaduan dan efisiensi
penyelenggaraan SPBE.

DAMPAK Terwujudnya hasil berbagai program
SPBE prioritas pemerintah seperti:
0 pengentasan kemiskinan
0 pemberantasan korupsi

U peningkatan investasi
0 penggunaan produk dalam negeri




URGENSI PENYELENGGARAAN
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik)

Memudahkan Warga
Mengakses Layanan Publik

Terdapat £ 27.000 Aplikasi: Warga harus bikin
banyak akun dan isi banyak data untuk akses
layanan publik.

Menaikkan Indeks Persepsi Korupsi,
Tingkat Kemudahan Berbisnis,
& Indeks Penegakan Hukum

SPBE yang baik akan mampu
mengerek berbagai indikator
penting bagi terciptanya
pemerintahan yang bersih
dan efektif.
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SPBE TIDAK HARUS
MENAMBAH APLIKASI

4 k&

Perlu dihindari:
Satu Inovasi,
Satu Aplikasi

N

~ Integrasi/interoperabilitas

O

PELAYANAN EKSTERNAL:
Warga tidak harus download
begitu banyak aplikasi, bikin
begitu banyak akun, isi

berulang begitu banyak
data.

PELAYANAN INTERNAL:

antar-sistem di lingkup
pemerintahan.



W KETERKAITAN PENYELENGGARAAN SPBE DENGAN

ponrb PEMBERANTASAN KORUPSI, KEMUDAHAN BERUSAHA, PENYELENGGARAAN PENEGAKAN HUKUM

Indeks Pembangunan

E-Government/
E-Government Development
Index 2022

Denmark -,97

Finland

South Korea

New Zealand

Sweden

Iceland

Australia

Estonia

Netherlands

USA

0,95
0,95
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94

0,92

Indeks Persepsi Korupsi/ Tingkat Kemudahan Indeks Penegakan
Corruption Perceptions Berusaha/Ease of Doing  Hukum/Rule of Law Index
Index 2022 Business 2020 2022
New
Denmark 90
Denmark - 90 e 87 -'
>
Finland si Norway 0,89 Peningkatan Nilai
e 9 nanpoe Be EGDI selaras
’ dengan
New Zealand 87 Hongkong 85 Finland 0,87 pengapaian
peringkat:
Sweden
oY 84 Denmark - 85 e 1. Indeks Persepsi
) South Korupsi (CPI),
singapore 83 P 84 Netherland 0,83 2. Tingkat
kemudahan
sweden 83 USA 84 Germany 0,83 dalam berusaha
(eopB),
switzerland 82 Georgia 84 New Zealand 0,83 3. Indeks
Penegakan
Netherlands 80 UK 84  Luxembourg 0,83 r::‘;;:,gzsl mics
\
Germany 79 Norway 83 Estonia 0,82
Ireland 77 Sweden 82 Ireland 0,81




* | SALINAN |

Ca

PRESIDEN
BEPUBLIN INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2022
TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan
Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elekuronik, periu
menctapkan Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem
Pemenntahan Berbasis Elektronik Nasional,

Mengingat 1 Pasal 4 avat (1) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistemn Pemernintahan Berbasia Elcktronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182),

3 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN
Menectapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG ARSITEKXTUR SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL
Pasal |

Dalam Peraturan Presiden inl yang dimaksud dengan

1 Sistern  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  yang
selanjuinya disingikat SPBE adalah penyelenggaraan
pemenintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengruna SPRE

2. Arsitektur

SK No 155195 A

Perpres Arsitektur
SPBE Telah
Ditandatangani
Bapak Presiden
Joko Widodo

Bukti komitmen pemerintah
mengakselerasi implementasi
integrasi proses bisnis, data &
informasi, infrastruktur SPBE,
aplikasi SPBE & keamanan
SPBE untuk Pencegahan
korupsi & peningkatan kualitas
pelayanan publik
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W panrb

Kerangka
Kerja
ARSITEKTUR
SPSE

Kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi
proses bisnis, data

dan informasi, aplikasi,
infrastruktur SPBE,

dan Keamanan SPBE untuk
menghasilkan layanan
pemerintah yang terintegrasi

>
BerAKHLAK
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Menghilangkan tumpang tindih proses bisnis
pemerintahan

Menerapkan standardisasi TIK dan standarisasi
kualitas layanan digital Nasional (Service Level
Agreement)

Memudahkan integrasi layanan pemerintah,
melalui mekanisme interoperabilitas, sehingga
menumbuhkan-kembangkan inovasi proses
bisnis dan layanan baru

Berbagi data dan informasi
sesuai kebijakan ‘
Satu Data Indonesia INDONESIA

Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur
TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi
Meningkatkan keselarasan perencanaan

dan penganggaran SPBE, sehingga meningkat-
kan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE
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PENERAPAN ENTERPRISE ARCHITECTURE
INTERNATIONAL BENCHMARK

i . indeks EGDI Danish Government Enterprise ' h
#1 untuk Architecture Framework - Offentlig Portal pelayanan publik
.: tahun 2018, Information Online tefDcmfiul lll’)o"g:nf'gk)
2020,&2022  pnterprisearkitektur (OO EA) - 2003 e
_ Denmark P (ER0ER) )
Ay | \
'“gfﬁf\f&o' The cross-Government Enterprise por,:g:g:c"?.lyggn:‘:‘f;’)b"k i T = § i
Architecture (xGEA), 2005 f s = | rb— ]
tahun 2016 (xGEA) Digital D . DSIT i =
_— o
" —a \
Indeks EGDI Government-wide Enterprise Portal pelayanan publik — e ——
t:r:u%";‘éfo Architecture Framework (GEAF) - terpadu (gov.kr) 2, =z BEL
2012, & 2014 1999 Digital ID - Mobile ID F—t =
= ——— ﬁ
\ Korea Selatan Card t - o
r s S -\
Indeks EGDI ) ‘ Portal pelayanan publik
#12 untuk Singapore Government Enterprise terpadu
\\ \\ tahun 2022, Architecture (SGEA) - 1980 (smartnation.gov.sg)
. s index 0,9133 Digital ID - Singpass
. Singapura =~

,

idEA

Indonesia
Enterprise Architecture

Portal pelayanan publik
terpadu (MPP-Digital)
Indonessia Digital ID

Arsitektur SPBE Nasional
2022 (Perpres 132/2022)

—

SN

Indonesia




5 DAMPAK PENERAPAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL
DALAM KERANGKA SPBE:

1. Peningkatan e-Government Development Index (eGDI1)

weE-Govt Index Indonesia  ~——Highest E-Govt Index

Denmark Denmark
Korea

Swedia Korea 0.9462 Inggris Denmark 0.9758 0.9717
1 0.9157 Woves 0.9283 0.9193  0.9150
— o — ————— — -

08 Indonesio nalk 30
kat sejok SPBE
diteropkon (2018 - 2022)

0.7160
0.6612 Feringkat??

Peringkat 88
0.4949 0.5258

e 04478  Peringkat 107
04107  oaozs o OMBT o iss

P
Peringkat 106 Peringkat 109 gty

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028

Penerapan Arsitektur SPBE, menyeluruh pada
Instany Pusat dan Pemerintah Daerah

Awal penerapan Awal penerapan

*EDOCI dinilai setiap 2 tahun oleh PBE Perpres 95/2018 SPRE Arsivektur SPBE

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

Berpengaruh signifikan
terhadap Kinerja
Pemberantasan Korupsi

Efisiensi Belanja TIK
Nasional, melalui
Pemanfaatan Infrastruktur
TIK Berbagi Pakai (Pusat
Data Nasional)

Peningkatan capaian
GovTech Maturity Index
(6TMI) oleh
Indonesia,pengukuran oleh
World Bank pada Lembaga
pemerintah dalam
menerapkan inovasi
teknologi terbaru




£t TRANSFORMASI DIGITAL m——
".,‘“ o PELAYANAN PUBLIK Publik akan mendukung dalam

program MPP-Digital

O
Viu

Portal Nasional

mmnmasru Pelayanan Publik
e e RIS RIS R A R m_——
‘;munnsns Portal Layanan Administrasi Pemerintahan
§A oo T , Komponen Umum Aplikasi @
6 m : . : Digital Government
Single Sign-On Security Access . 3
::: Domain Data dan BT S!_“a_wr_e SEYVICg Bus
seac — DIGITAL ID
mm;‘::: 5P 8E - — -
= G2C G2B G2G & G2E
Y 1 Layanan . :‘v‘.:::,
g‘ Layanan SPPT-TI ﬁ L e Y ::.‘:,‘...,......:?: Apaan
o - ¥ Layanan Sosial |} e Berusaha “ !
- Piiidtnssnes e
8 (7, c: Layanan Kesehatan KPP Layanan PBI u Daurah @ g
-~ 1 Layana=s
o 3 e Layanan Pendidikan Layanan F @ St A pursncanasn
p N b : Pekerjaan Umum Pumurintahan ’ woont
Melalui arsitektur SPBE, tidak lg‘ (D Layanan f'M Dol !
mengutamakan pembangunan aplikasi »
baru, tetapi memastikan Layanan DATA (SDI) ‘ o
interoperabilitas antar aplikasi existing :',,', O @ u i
ETIEHEAIE JYIaN CAEHLON perT.xe.r b Data Statistik  Data Geospasial Data Keuangan Data Kependudukan
terpadu (berupa platform digital
nasional, dengan mengintegrasikan - - )
e-services berbagai instansi) @ Pusat Data Nasional Jaringan Intra Pemerintah Nasional CSIRT




PERAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENERAPAN SPBE
(Perpres 95/2018)

Menteri Dalam Negeri

Menteri PPN/ Bappenas

Mengoordinasikan penerapan
SPBE di Pemda & mendorong
komitmen Kepala Daerah
Chief Regional Government
officer (CRGO)

* Mengoordinasikan perencanaan
SPBE K/L dan Nasional, sesuai
Arsitektur SPBE Nasional

+ Chief Data Officer (CDO)

Nasional

MENTERI PANRB
- St
(Kﬂs‘:-.&';o“o:w)nw Menteri Kominfo

* Ketua Tim Koordinasi SPBE
Nasional (Chief information Officer
- CIO Nasional)

* Mengoordinasikan seluruh program

Menteri Keuangan

« Mengoordinasikan
pembangunan aplikasi &
penyediaan infrastruktur TIK

* Mengoordinasikan penganggaran
SPBE K/L dan Nasional, sesuai

Arsitektur SPBE Nasional SPBE Nasional (Project Managemen / nasional
Chief Financial Officer (CFO) f Office - PMO Nasional) ./ + Chief Technology Officer (CTO)
Nasional * Mengoordinasikan keselarasan Nasional

Arsitektur SPBE Instansi

—»p Pemerintah

Kepala BRIN

Kepala BSSN

Pemanfaatan Arsitektur SPBE dalam
pelaksanaan riset & menciptakan

* Mengoordinasikan keamanan \ B : : s :
SPBE K/L/D : n | | inovasilayanan digital, seperti
+ Chief Information Security | ‘ . bt aisesros i i
officer (CISO) Nasional ’ : '+ Chief Research and Innovation
7 .

officer (CRIO) Nasional 2




ORKESTRASI KEMENKO

F.

sanr DALAM LAYANAN DIGITAL NASIONAL

Keterpaduan Layanan Digital Nasional
ditopang oleh Arsitektur SPBE

Penanganan
program nasional
secara terpadu
melalui
peningkatan
akurasi
dan akuntabilitas
dalam
penyelenggaraan
program lintas

sektor
G-

== o= owm wm e e

'- == = ==

Interoperabilitas
Aplikasi &
Teknologi

Informasi serta
keamanan
informasi

e

Platform
digital
layanan
penanganan
program

nasional

berbasis

Arsitektur
SPBE

=

Tata kelola
penyelenggaran
Satu Data
Indonesia, menuju
interoperabilitas
data dan informasi
lintas sektor dalam
penanganan
program nasional
(Data-Driven

Policy)

Orkestrasi &
harmonisasi
penanganan
program
nasional
antar Instansi
Pemerintah

cﬁo‘

M e omm s Em em e om om e mm osm Em o em = T mm mw mm == mm o

Percepatan penanganan program nasional melalui kolaborasi lintas sektor &

dapat semakin dipercepat dengan orkestrasi layanan digital

4 g Y
Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan

i
Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian

Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan
Kemanusiaan dan
Kebudayaan

Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan

Teknologi Informasi
- Progrom - dan Komunikosi

. Tata Kelola

Investasi

E
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i@& TIMELINE PENERAPAN INISIATIF STRATEGIS
+ ARSITEKTUR SPBE NASIONAL HINGGA TAHUN 2024

o

L]
15 p®

PILOTING TEMATIK
LAYANANTW II:

Konsolidasi platform

Identifikasi tematik
layanan digital
nasional prioritas
(sesuai target
Arsitektur SPBE
Nasional)

PILOTING TEMATIK
LAYANANTW I

I. Check-point pada
bandara (imigrasi,
kesehatan)

2. Penyelenggaraan Haji

3. Perencanaan
pembangunan

4. Pemerintahan daerah

5. Manajemen ASN

l. SPPT-TI

2. Layanan data
statistik (Registrasi
Sosial & Ekonomi)

3. Layanan
transportasi

Operasional
Portal Nasional
Pelayanan Publik dan
Administrasi
Pemerintahan dengan
fitur Komponen Umum
Aplikasi, berbasis
Nasional Digital ID,
dengan referensi
utama Data
Kependudukan

digital, melalui

e-Services untuk
Tematik Layanan Digital
menjadi MPP-Digital
oleh Instansi terkait

Operasional pada
infrastruktur TIK
berbagi pakai (Pusat
Data Nasional, Sistem
Penghubung
Layanan Pemerintah)

Optimalisasi
MPP Digital

Pembangunan
platform digital,
didasarkan atas
Arsitektur SPBE

untuk menjad

layanan terpadu

Pengembangan lebih
lanjut MPP Digital yang
sejalan dengan
penyelenggaraan
tematik layanan digital

Change Operasional fitur
management big data &
untuk piloting kecerdasan artifisial
implementasi dalam layanan

digital pemerintah



\gd panrb POTRET PERMASALAHAN BeraKHLAK e,
. S— PELAYANAN PUBLIK

Laporan terkait administrasi kependudukan menjadi salah satu topik % LAPOR!
terbanyak dalam kanal pengaduan nasional pada kurun 3 tahun terakhir i

- ———

r ‘ kendal
2020 20212 | & W O ) |/ oo peyanonpui
. Biesaitis | Admistraon : Banheon Cetenteramon [ (onten Sutem Peraghan

v I oson oo SR o M berbasis elektronik (e-services)

Total laporan maszuk: 160.476 laporan 1 0 7 9 9
. Laporan
& Ketenagakerjaan ’ Bontuan Soslol v Ketenteraman / @ Tidak dapat diakses/dibuka

(-pcndndniun
\

S

.' Pendidikan

_________________ Ketertiban Umum

! Pendidikan dan @ Tidak bisa log in
—————————————————— 2022 Kebudayoon e Konten Penipuan

0 LayonanKewanganDigital T e e e e m e mm .

D Layanan Keuangan Digital ( Adaaatea % @ Error/Bug
Total laporan masuk: : Kependudukon & l’ Kartu Prokerjo

Total laporan masuk: 195.438 laporan 113.989 laporan Pencatatan Sipil :

*Sumber: Data SPAN-LAPOR! Tahun 2020-2022

*Sumber: Data SPAN-LAPOR! Tahun 2020-2023

Pelayanan Konvensional/Fisik PR Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
N - aes .: Masyarakat harus mengunduh terialu
berada dalam satu tempat/lokasi, mssem Sy  sdven

- e
namun sistem & data masih Noesy gcnéckkophk:ai/ gwengoktsa: Dwgb yog
tort ol poda masing- a R isediakan oleh Pemerintah Daera
masing instansi sehingga - dan Pemerintah Pusat (tidak user-
masyarakat perlu menyerahkan Tidak efektif Tid.Clk efisien ;'g‘?d“y ) ':::’k ’:c"i'n‘g mo
data berulang-ulang. Tidak user-friendly e RO 9

berulang-ulang.
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Pelayanan
Belum Persyaratan
Terintegrasi  Belum Berulang
Dapat Keterbatasan
Dlpontcu SDM

Perbedaan kemampuan dan dukungan
teknologi Pemerintah Daerah

URGENSI MPP DIGITAL

/Mol Pelayanan Publik sebagian besar berupa
“layanan satu atap”, berbagai instansi memberikan
layanan di lokasi yang sama tetapi belum
\termtegrasl satu sama lain (fragmentasi layanan).

/
Masyarakat perlu menyerahkan data persyaratan

berulang-ulang akibat tidak adanya
keterhubungan proses bisnis.

2
Beragamnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam

penyediaan sumber daya untuk penyelenggaraan
MPP.
\.

p
Sulitnya memantau kinerja MPP secara real-time

karena perbedaan sistem data dan informasi

antar MPP satu dengan yang lain.
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'Pantb H AMPAK PENERAPAN MPP DIGITAL

SEBELUM SESUDAH

Masyarakat mengisi : Masyarakat hanya
data berulang-ulang cukup sekali input data

Masyarakat harus

membuat banyak akun Masyarakat hanya butuh

1 akun untuk berbagai

cphel::::iz?;: ng[':::;ices) e-services berbasis data NIK/KTP-Digital*

Masyarakat harus Layanan bisa diakses
datang langsung ke 4 dimanapun, kapanpun,

lokasi untuk mengakses melalui berbagai perangkat
layanan elektronik

MPP Digital menghadirkan penyelenggaraan
pelayanan yang efektif & efisien

ra
[*)]



4 Ekosistem Pelayanan Terintegrasi:
Ditargetkan di 150 Kab/Kota pada 2024

Direct Services Electronic Services Self Services Mobile Services
(Pelayanan Langsung) (MPP Digital) (Pelayanan Mandiri) (Pelayanan Langsung)
Interaktif antara Pelayanan interaktif Pelayanan yang Pelayanan bergerak
pelaksana dan menggunakan dilakukan sendiri menggunakan sarana

penerima pelayanan teknologi informasi transportasi



MPP Digital
merupakan pelayanan
publik berbasis
elektronik Pemerintah

~ Daerah yang
terintegrasi dalam satu
aplikasi

Didukung oleh:

yee @ @ B <

Tebaom & ’4 ’.3
NTONNSS

mandin INSW  prrURI

14107

Mal Pelayanan Publik
Layanan birokrasi W//

— . i
© ©

Kependudukan izin Nakes Pengaduan

Informasi Terkini

Wujudkan MPP Pengeiocloan
Digital, Kementeria.. Manajemen Talem®

Fitur-Fitur Utama

Pengajuan Permohonan
Layanan

Tracking Layanan
Riwayat Layanan
Pengaduan Layanan
Profil Pengguna

Q
a
Q
a
Q
O Notifikasi

Layanan Tahap Awal

%  Administrasi
Kependudukan

Perizinan Tenaga Kesehatan



Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan

v Mengoordinasikan percepatan integrasi Layanan
Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu
Berbasis TI dan penyelesaian inisiatif strategis SPBE
pada lingkup Politik, Hukum, dan Keamanan

DUKUNGAN PERCEPATAN SPBE & REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK

v Memberikan dukungan anggaran untuk
percepatan penerapan inisiatif strategis SPBE
(termasuk dukungan penguatan operasional v
pengelolaan Data Kependudukan)

v Melakukan koordinasi & sinkronisasi
pelaksanaan penerapan SPBE

Mendukung adanya optimalisasi unit yang
melaksanakan fungsi transformasi strategis

v Memberikan Dana Insentif Daerah untuk mendorong

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
& Kebudayaan

v Mengoordinasikan percepatan penyelesaian inisiatif
strategis SPBE pada lingkup Pembangunan Manusia v
dan Kebudayaan

Koordinator Bidang Perekonomian

v Mengooordinasikan percepatan penyelesaian
inisialif stralegis SPBE pada lingkup Perekonomian

v

v

Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi Menteri Komunikasi dan Informatika

v Mengoordinasikan percepatan penyelesaian ¢

inisiatif strategis SPBE pada lingkup Kemaritiman &
Investasi

Pimpinan K/L dan Pemda

v Melakukan seluruh inisiatif strategis yang menjadi
tanggung jawabnya sesuai dengan timeline yang >
telah ditetapkan

v

pelaksanaan RB di daerah

Menteri Dalam Negeri

v Memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi
penerapan SPBE terpadu dengan penugasan
kepada BUMN, antara lain Telkom, Mandiri, Peruri, dil.

Mendukung inovasi pemaniaatan Big Dala &
Kecerdasan Artifisial dalam layanan digital
pemerintah

v Memastikan keamanan informasi pada layanan
digital pemerintah

Kepala BPKP

v Melakukan audit efektivitas pemanfaatan layanan
digital pada seluruh Instansi Pusat & Pemda

Memperkuat penerapan SPBE di pemerintah
daerah

Mempercepat pemanfaatan data kependudukan
dalam mendukung penerapan Digital ID yang
dikembangkan oleh Kominfo

Mendukung adanya optimalisasi unit yang
melaksanakan fungsi transformasi strategis di
daerah

Mempercepat pembangunan portal nasional
pelayanan publik pada akhir bulan Juni 2023 &
Nasional Digital ID berbasis data kependudukan
& layanan imigrasi, serta penyediaan
infrastruktur TIK berbagi pakai (Pusat Data
Nasional)

eri PPN/Kepala Bappenas >

Penguatan dukungan
instrumen kebijakan dalam
bentuk Instruksi Presiden

Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional
dalam penerapan inisiatif strategis SPBE
Mendorong kolaborasi K/L dalam pelaksanaan RB
Tematik

w
8]




Pembangunan Layanan Digital berbasis Masyarakat
(citizen centng).

Penguatan Tim Koordinasi SPBE Ingtansi menjadi A RA H A N
Digital Transformation Agent (DTA) dalam

memastikan manajemen perubahan dan
operasional layanan digital.

Moratorium Pembangunan Aplikasi dan s T R AT E G I s

mengutamakan peningkatan efektivitas
pemgnfoctcn opﬁkcsi gcng telah beroperasi. s P B E

Konsolidasi Aplikasi menjadi Platform Digital Terpadu,

ggg(rg:ji'nter maupun antar instansi pusat dan s UMM’ T

Penyederhanaan proses bisnis menuju Tematik

Layanan Digital. 2 O 2 3

Interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui
Pemanfaatan Arsitektur SPBE.




%, lama sekall prosesnya Sekarany
sa9d dapal mengurus persuratan saat
perjalanan dinas. Wakbu menderat, surat
tersebut sudah selesal diolah dan disetujul
olek Semua plhak Lerkait {

(O Y T e

Masa depan pemerintahan digital

Indonesia yang diharapkan dapat

diwujudkan dengan penerapan

seluruh unsur-unsur SPBE secara

terpadu yang dilakukan oleh seluruh
ane secard daring, don use Instansi Pusat dan Pemerintah panjans i2in useha sensat
bavar PBB diaplikasi digital i efisien. Saya sudah tidak perlu ke
TEN Daerah secara kolaboratif. et D g moateban.

proses kerja dengan (aanan
teknologl yang ramah

Senangnya
sambil sarapan bisa memperpanjang

STNK, dapat salinan akie kelahiran Sekarang inl memper-




PENYEDERHANAAN JABATAN UNTUK BIROKRASI LINCAH

Sebelum w Kini -
Jabatan Berdampak
Pelaksana S = 8 pada keﬁncahan
Klasifikasi Klasifikasi acibilitae
(Permenpanrb 45/2022, 1 Okt 2022) 1,4 juta ASN
Jabatan ® ASN hanya ® ASN bisa pindah Berdampak
Fungsional bisa pindah lintas rumpun pada kelincahan
dalam satu sehingga birokrasi 21 juta ASN
rumpun. jauh lebih lincah.
@ ASN disibukkan ® Tak ada lagi pengisian
pengisian DUPAK yang cenderung
angka kredit administratif. Sehingga
dan pengajuan ASN bisa total mengejar
DUPAK (Daftar capaian organisasi.

Usul Penetapan
Angka Kredit)

(Permenpanrb 13/2018,
29 Juli 2019)

(Permenpanrb 1/2023, 6 Jan 2023)




W panrb

AYO IKUTH!

JADWAL

SELASA PIC:
o .
Harl SOM Aparatur . Benny 085171171925
RABU ° PIC:
Harl RB Kunwas . Qonita Siimi 081291162111

Tata Laksana

>
BerAKHLAK #'::.‘!
e~y O g aa

KONSULTASI DARING

Pangkas Perjalanan Dinas Pemda
' Q

Bagl #RekanASN ya ingin t
B I S A Ie—cl’?r':Mﬁ«l"a'l)f-n'dn(’;lilg)Iw;:(lall'dlu
TANYA Kemenlerian PANRB
KEBIJAKAN
PANRB 257 oo

& 3
90 -

KAMS PIC:
o s
Harl Pelayanan Publik = Dimas Mahardika 081512406155

 JUMAT

> PIC:
Harl Kelombagaan dan L. Salvina Herda 085216047888

> 15.000 ASN

Ikut konsultasi dan penanganan
masalah berbasis daring
(Nov 2022-28 Feb 2023).

Rp75 Miliar
Potensi Efisiensi perjalanan dinas
pemda (asumsi per orang RpS5 juta)

14.700 Balita
Stunting

Mendapat bantuan gizi selama
setahun dari potensi efisiensi

" perjalanan dinas tersebut

(Rp425.000 per bulan sesuai
standar BKKBN dikali 12 bulan:
Rp5,1 juta per balita)

136



KONSULTASI DARING

PANGKAS KUNJUNGAN TAMU KE KANTOR

8 5% Jumlah Tamu ke Kementerian

PANRB BERKURANG (weee  gorom |

I
seiring berjalannya kegiatan Bisa Tanya Kebijakan PANRB sejak Oktober 2022 |
s.d. 9 Maret 2023 B | S A B2 #RekanASN yang ingin taw '

lebih dala !»;vi'd'v?hv:m);-umv
2643 TANYA Kemenltenan PANRB
KEBIJAKAN
2012
1803
1528
I 487 373
A s A 'l 4 l 4 ‘
Oktober November Desember Januari Februari Maret 2023
2023 2023




%ﬁ JADWAL “BISA TANYA KEBIJAKAN PANRB"”
panrb HARI UNIT KERJA

Selasa Rabu
Hari SDM Aparatur Hari Reformasi Birokrasi,
@) Akuntabilitas & Pengawasan SO
JONj)8Y PIC: Benny Alexander PIC: Qonita Silmi %
085171171925 081291162111

Kamis L Jumat
Hari Pelayanan Publik Hari Kelembagaan & Tata
Laksana
PIC: Dimas Mahardika PIC: Salvina Herda
081312406155 085216047888

>
.B er AKH} A,K bangga

melayani
bangsa

> KEMENTERIAN
PANRB 138

“OMOnis | el LEaptE YO abor

LIVE ON



JABATAN FUNGSIONAL

INSTANSI PUSAT

0851-5667-9842

DIAH IPMA (KETUA POKJA)

INSTANSI DAERAH

v TAMZIL
0851-5667-9842

v ARINTHA
0851-5667-9842

EVALUASI/KELAS JABATAN

STANDAR KOMPETENSI

INSTANSI PUSAT

MITA (KETUA POKJA)
0811-9117-685

INSTANSI PUSAT & DAERAH

v IQBAL (KETUA POKJA)
0857-1666-1555

v YUDHA

INSTANSI DAERAH 0812-2987-3838

RAHMAWITA v THEODORA
0852-6838-2639 0856-4722-0161
CLAUDIA

0813-1115-3163

NIKA

0822-3252-0404

PERENCANAAN/PENGADAAN

INSTANSI PUSAT

v HESTI (KETUA POKJA PERENCANAAN)
0815-1630-645

v SURYO (KETUA POKJA PENGADAAN)
0852-2876-7641

v SUHADA
0857-7516-9107



INSTANSI DAERAH INSTANSI DAERAH

+ CINDY v KONITA
0823-8583-4842 0852-7192-5000
PERENCANAANIPENGADAAN RIAU [ KEPULAUAN RIAU / SUMATERA BARAT / JAWA TIMUR
JAMBI v YOGA
v FATHIMAH 0858-5436-3068
0812-2358-5879 SUMATERA SELATAN / BANGKA BELITUNG /
SULAWESI SELATAN / SULAWESI TENGGARA BENGKULU / LAMPUNG
v TANAYA v EVA
0857-2780-0338 0877-2371-4982
DKI JAKARTA / BALI / NTB [ NTT KALIMANTAN BARAT / KALIMANTAN TENGAH /
KALIMANTAN SELATAN / KALIMANTAN UTARA /
. e KALIMANTAN TIMUR
0881-0241-83410
SULAWESI UTARA /| GORONTALO /[ v HARIS
SULAWESI TENGAH / SULAWESI BARAT 0857-1767-4876
PAPUA |/ PAPUA BARAT / PAPUA PEGUNUNGAN /
W ARKAN PAPUA SELATAN / PAPUA TENGAH
0812-6786-4545
ACEH [/ SUMATERA UTARA v ISTI
0858-5862-9912
v VN JAWA BARAT / D.J. YOGYAKARTA
0813-1759-3831
BANTEN / MALUKU / MALUKU UTARA v WIDITA

0812-2004-4491
JAWA TENGAH 140




Butuh informasi seputar ASN?

CHATBOT Si PANDay

v Core Value & Scan QR berikut:
Employer Branding

ASN
v Pengelolaan Kinerja

v Sistem Kerja

v Tugas Belajar & Izin
Belajar

v Pengadaan ASN 2022 atau bisa chat ke:

v Kebijakan @ 0896-2707-1998 )
Penanganan Tenaga

Honorer e t.me/SiPANDayBot )

atau akses ke: menpan.go.id




bangga

>
BerAKHLAK melayani

Serorientosi Pelayanan Akuntobed Kompeten ba ng SQ

Harmenis layal Adaptl Kolkaborati!

L
- " e

KEMENTERIA - o
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA |
DAN REFORMAS| BIROKRASI

ﬁ“‘ N\ .

i - “a

' @kempanrb @kemenpanrb @ www .menpan.go.id on @Kementerian PANRB

TR, . L M ™ F B YU \\ *



	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19: 4 Ekosistem Pelayanan Terintegrasi: Ditargetkan di 150 Kab/Kota pada 2024
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30: CHATBOT  Si PANDay
	Slide 31

